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ABSTRAKSI

Nama : Meisya Maulidina Saleha
Nim : 202110110311154
Judul : Tinjauan Yuridis Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Studi Perbandingan Indonesia dan Vietnam)
Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum
Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.

Demokrasi merupakan salah satu syarat untuk sebuah negara menjadi negara yang modern.
Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan melalui pelaksanaan pemilu yang secara reguler
dilaksanakan, tetapi juga bagaimana memastikan kelompok marginal dapat terlindungi dalam
proses demokrasi elektoral (pemilu) maupun tata kehidupan demokrasi sehari-hari. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan dan mekanisme hukum yang
diterapkan terkait keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat di Indonesia dan Vietnam serta kendala yang dihadapi kedua negara tersebut. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder), dengan pendekatan
konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Analisis bahan hukum yang
ditempuh untuk penelitian ini yakni secara deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk
menganalisa objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang
bersifat eksak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kebijakan afirmatif diterapkan baik
di Indonesia dan Vietnam, tetapi dengan menerapkan persentasi minimal yang berbeda, yakni

Indonesia dengan 30% dan Vietnam dengan 35%. Dalam mekanisme pencalonan, Indonesia



dan Vietnam memiliki perbedaan. Indonesia, sebelum pencalonannya untuk memasuki
kontestasi pemilu legislatif DPR RI, rekrutmen dan penjaringan dilaksanakan oleh partai
politik. Sedangkan Vietnam, calon-calon dalam pemilihan umum tersebut harus mendapatkan
persetujuan dari Partai Komunis Vietham sebelum dapat mencalonkan diri. Kendala yang
dihadapi Indonesia dan Vietnam cukup serupa. Selain budaya patriarki, ada persamaan lain
yakni belum ada peraturan tersendiri mengenai sanksi yang diberikan jika kuota kebijakan
afirmatif yang diterapkan kedua negara tersebut tidak terpenuhi. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa Indonesia perlu mengeluarkan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh KPU jika ada
suatu partai politik yang tidak memenuhi peraturan kebijakan afirmatif 30% tersebut, beserta

sanksi yang tegas jika partai politik tidak mematuhinya.

Kata kunci : Keterwakilan Perempuan, Perbandingan Hukum, Pemilihan Legislatif.
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ABSTRACT

Name : Meisya Maulidina Saleha
Student ID Number : 202110110311154
Title : Legal Review of Women's Representation in the Election of

Members of the People’'s Representative Council (A Comparative

Study of Indonesia and Vietham)
Supervisors : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum
Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.

Democracy is one of the requirements for a country to become a modern nation. The quality of
democracy is not only determined by the regular holding of elections, but also by how
marginalized groups are protected in the electoral democratic process (elections) and in
everyday democratic life. This study aims to compare the legal regulations and mechanisms
applied regarding women's representation in the election of members of the People's
Representative Council in Indonesia and Vietnam, as well as the challenges faced by both
countries. This study uses a normative legal research method, which is a legal study conducted
by examining literature (secondary data), using a conceptual approach, a case approach, and
a comparative approach. The legal materials analyzed for this research are descriptive
qualitative, which is a method for analyzing objects that cannot be measured by numbers or
other exact measurements. The results of the study show that affirmative action policies are
implemented in both Indonesia and Vietnam, but with different minimum percentages, namely

30% in Indonesia and 35% in Vietnam. In the nomination mechanism, Indonesia and Vietham

vii



have differences. In Indonesia, before nomination for the legislative elections of the House of
Representatives, recruitment and screening are carried out by political parties. In Vietnam,
candidates in the general elections must obtain approval from the Communist Party of Vietnam
before they can run for office. The challenges faced by Indonesia and Vietnam are quite similar.
In addition to patriarchal culture, another similarity is the absence of specific regulations
regarding sanctions if the affirmative action quotas implemented by both countries are not met.
This study concludes that Indonesia needs to issue special regulations by the Election
Commission (KPU) if a political party fails to comply with the 30% affirmative action policy,

along with strict sanctions if the political party does not adhere to it.

Keywords: Women's Representation, Comparative Law, Legislative Elections.
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